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PUTUSAN
Nomor 334/Pdt.G/2021/PA Dps.

Pl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:
PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Denpasar,29 Maret 1987, agama Islam,
pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (Loundry),bertempat tinggal di
Jalan  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan/Desa Sesetan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIK
5171016903870003, No. Hp.087866737104, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Denpasar, 15 Juli 1985, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Karyawan Ardana), bertempat
tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan/Desa
Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi
Bali dan saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti
diseluruh wilayah Republik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat permohonan tanggal 08 September
2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA
Mtr., tanggal 08 September 2021, dengan alasan — alasan /dalil-dalil sebagai

berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 27 Juni 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor:134/23/V1/2005,tertanggal 27 Juni 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dantelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 6

Oktober 2005;
b.  XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April
2014;
C. XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Jul
2019;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi

sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat
dan anak Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat sering kali bertindak dan berkata kasar kepada
Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

c.  Tergugat sering kali meminum minuman beralkohol;

d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dalam
membangun rumah tangga bersama;

4, Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2018, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dansaat ini tidak diketahui keberadaanya
secarapasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sampai sekarang
sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga
bersama;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga

dengan Tergugat;
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6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan
perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap

Penggugat ( PENGGUGAT );

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang — undang yang
berlaku;
SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 334/P.dt.G/2021/PA.Dps., tanggal
09 September 2021 dan tanggal 05 Oktober 2021 dengan nomor yang sama
yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat
sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
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A. Surat:

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat an. Erni Puji Lestari
NIK: 5171016903870003 tanggal 06 Agustus 2021 vyang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar,bukti surat
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah
diberi materai (di-nazagelen ),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode
( bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor:
134/23/V1/2005, tertanggal 27 Juni 2005,yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar , Propinsi Bali ,bukti surat
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya
serta telah diberi materai ( di-nazegelen ),lalu oleh Ketua Majelis
diberi kode ( bukti P-2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor:24/KDGS.SK/IX/2021,
tertanggal 07 September 2021,yang dikeluarkan oleh Kepaa Dusun
Graha Santi ,Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar , Propinsi Bali ,bukti surat tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai
( di-nazegelen ),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P-3 );

B. Saksi:

SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumah

tangga , tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kelurahan/ Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar, Propinsi Bali ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat sebagai adik kandung saksi dan juga kenal Tergugat
sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang

pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak
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kedua, sudah lama tinggal dengan orang tua Tergugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat di Jalan  XXXXXXXXXXXXXXXX
Denpasar selama beberapa tahun, kemudian mereka pindah ke
tempat kontrakan dan terakhir selama setahun tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak sekitar 3 tahun setelah menikah, saksi tahu
antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi sering
melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke
rumah mereka. Selain itu Penggugat juga sering berkeluh kesah
tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
tahun lebih dari 1 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan saat sekarang Tergugat tidak lagi diketahui
alamatnya dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak
pula mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak —
anaknya ;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi
nafakah keluarga, karena Tergugat lebih banyak memegang dan
menggunakan sendiri uang hasil kerjanya. Selain itu Tergugat
sering mabuk minum minuman keras. Saksi juga tahu, bahwa
Tergugat sering memukul Penggugat serta anak — anaknya saat ia
marah ;

- Bahwa, saksi tahu dahulu keluarga sudah sering menasehati
Penggugat dan Tergugat, namun Tertidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah
tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kelurahan/ Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Propinsi Bali ,di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat sebagai adik kandung saksi dan juga kenal Tergugat
sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang
pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak
kedua, sudah lama tinggal dengan orang tua Tergugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXX
Denpasar selama beberapa tahun, kemudian mereka pindah ke
tempat kontrakan dan terakhir selama setahun tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak sekitar 3 tahun setelah menikah, saksi tahu
antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi sering
melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke
rumah mereka. Kemudian saksi juga pernah tinggal serumah saat
mereka tinggal bersama di rumah orang tua saksi. Selain itu
Penggugat juga sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah
tangganya kepada saksi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
tahun lebih dari 1 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan saat sekarang Tergugat tidak lagi diketahui
alamatnya dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak
pula mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak —
anaknya ;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi
nafakah keluarga, karena Tergugat lebih banyak memegang dan
menggunakan sendiri uang hasil kerjanya. Selain itu Tergugat

sering mabuk minum minuman keras. Saksi juga tahu, bahwa
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Tergugat sering memukul Penggugat serta anak — anaknya saat ia
marah ;

- Bahwa, saksi tahu dahulu keluarga sudah sering menasehati

Penggugat dan Tergugat, namun Tertidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada
pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon
putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai
gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula
bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh
Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mau membela kepentingan dan
haknya sebagai Tergugat dan dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim
dapat mengetengahkan pula dalil Figih dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz llI
halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat
Mejelis:

A Ga Y s sed g ot Gaalusal) oS e oSl ) (23 (06

Artinya:“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap
dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara siding
perkara a quo;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan
untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah
perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak
ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai
suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya
telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan P-3 serta 2
( dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta otentik yakni Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai
cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai
bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenubhi
syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang
sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1
tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan
Agama Denpasar, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama
Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan
Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokan
sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah
memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang
sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian
telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah sejak tanggal 27 Juni 2005 sehingga Penggugat dan Tergugat
berkualitas sebagai subyek hukum ( legal standing ) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Fotokopi surat keterangan ghaib
atas nama Tergugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dicocokan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut
yang merupakan identitas pihak Tergugat dan telah memenuhi syarat formal
dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan
mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.3 tersebut, ternyata
Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya /ghaib diseluruh wilayah Republik
Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang

dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat, memberi
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keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah,

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)

R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta

yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alas an dan pengetahuan ,

karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian

antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan

telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat
dan Tergugat dan puncaknya sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi
hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal

308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua
orang saksi tersebut, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
menikah pada tanggal 27 Juni 2005, sehingga talah dikaruniai 3 orang
anak ,masing —masing bernama: 1. XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan,
lahir di Denpasar, tanggal 6 Oktober 2005, 2. XXXXXXXXXXXXXXX,
Laki-laki, lahir  di Denpasar, tanggal 20 Aprii 2014,
JXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Jul 2019;

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus , yang disebabkan Tergugat kurang
bertanggung jawab dalam memberi nafakah Penggugat dan anak — anak
Penggugat dan Tergugat ,Tergugat sering bertindak dan berkata kasar
kepada Penggugat juga Tergugat sering mabuk;

3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada hubungan lahir maupun batin karena Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat sehingga telah pisah tempat tinggal selama
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lebih kurang 3 tahun bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya

/ghaib sampai sekarang;

4, Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati
Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap
Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menegaskan salah satu alasan perceraian serta adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan
lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak
ada harapan untuk rukun kembali;

- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);
Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan

Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab

dalam memberi nafakah Penggugat dan anak - anak Penggugat dan
Him. 11 dari 16 him./Put.No.334/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ,Tergugat sering bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat juga
Tergugat sering mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat,
maka sejak tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun berturut —turut ,sehingga tidak ada
harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil
dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-
Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalag yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini
yang menyatakan:

Cua g mhia V5 milial Led adly 3y alg Gpa g 3 Blall ol (s @OUal) aUas QDY) JUA) N8
Ol cpa g3l aal e wSay o sline el Y £y e e 3osea zls 3l Ayl mual
laad) = 55 ol alls 138 5 ay5all
Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau
suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang

terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal

02 April1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
Him. 12 dari 16 him./Put.No.334/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan
agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah
tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai
tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri,
salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,juga telah terbukti
bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, serta Tergugat
sering melakukan tindakan kekerasan memukul Penggugat maupun anak nya
hingga kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih
berturut - turut dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan baik lahir
maupun batin serta sudah tidak ada upaya dari Tergugat untuk hidup rukun
kembali dengan Penggugat sampai sekarang,sesuai ketentuan Pasal 19 huruf
(adand ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( a
dan d ) Inpres Nomor | tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah pecah (broken married) sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf
(a, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(a,d dan f ) Inpres Nomor | tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di
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Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam
kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai
berikut:
Ak oo Wl lgle Bla lea g 3 A il e ade 208 ()
Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya,
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan
dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis
Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun
lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan
diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in
shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka ( 2 ) agar Pengadilan
menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan — pertimbangan
tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan
hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana
dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap
Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.595.000,00 ( Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Denpasar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13
Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 Hijriyah
oleh kami Drs.Amanudin,S.H.,M.Hum sebagai Ketua Maijelis, Dra.Hj.Kartini dan
Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Maijelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Hj.Lely Sahara,S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra.Hj.Kartini Drs.Amanudin,S.H.,M.Hum.
Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Lely Sahara,S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp. 475.000,00
4. Biaya PNBP panggilan :Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai :Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 595.000,00

(' Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah );
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



